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1. Undang - Undang Non\or 28 Tahun 1959 tentang
Pernbentukan Daerah '('ingkat II dan Kotapraja tli
sumatera Selatan (Lernbaran .Ncgara Republik
Indonesia Tahun 19$9 Nornor 73. Tambahan
Lernbaran Negara Rcpuq.lik Indonesia Nomor [821);

2. Undang-Undang NomoI 23 'rahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah ILembaran Negara Republlk
lndonesia Tahun 2011Fl-Nomor 244, Tambahan
Lernbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diu.»ah beberapa kali, tcrakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kf.ldua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republlk Indonesia 'rabun 2015
Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Ns>mor19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan ( Lernbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lombaran Ncgara
Republlk Indonesia Nemer 4826);

4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Adrninietrasi Terpadu
Kecarrtatan;

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor II Tahun
2008 tentang Pembcn ukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecarnatan dan ~elllrahan [Lembaran Daerah
Kota PalembangTahun .!008 Nomor Ill;

Mengingat

bahwa untuk melaksanakah ketentuan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Menteri OaJam Hegeri Nomor 4 Tahun 2010
len tang Pedornan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan, perlu menelapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Stan~aT Pelayanan Admlnistrasi
Terpadu Kecamatan dl Kota:,Palembang;

Mcnimbang

PROV1NSISUMATERA S*LATAN
PERATURANWALIKOTA PAt~EMBANO

NOMOR ~g 1'AIIUN .;,l015

TEN'['ANG

S1'ANDARPELAYANANADMINIS11RASItERPADU KECAMA1'AN

OENOAN RAI-l MAT TUHAN YA~O MAHA ESA

WALIK,OTAPALEMBfojNO,

WAUKOTA PALEMBP NG



~I

12. Pelayurllln.Adrnillistrasi ..

Dalam Pcraturan Walikota ini yang cUmakstld~engan:
1. KOla adalah KOla Paiembang;
2. Walikota adalah Walikota Palernbang;
3. Sekrelaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KOlaPalembang;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daeral-j yang selanlutnya discbut

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah l{ola Palembang;
S. Badan Pcnanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu saru Plntu adatah

Badan Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palembang

6. Bagian Tata Pernerintahan adalah ~agial1 Tata Pemeriutahan
Sekretariat Daerah Kota Palembang:

7. Bagian Hukum dan Hal<Asasi Manusia adlllah Bagian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Sckrctal'iat Daernh Kota pa!embang;
8. Bagian Organtsasi dan Tala Lakaana, aqalah Bagian organisasi dan

Tata Laksana Sekretariat Daerah KotaPalsmbang;
9. Kecematan adalah wilayah kerja Camatscbagaiperangkat daerah;
10.Carnal adalah pemimpin dan k40rdInator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pclaksanaan
tugasnya mcrnperoleh pelirnpahan ke\\~nangan pernerintahan dari
Walikota 1I11tt1k rnenangani sebagian urusan otonorni daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan:

I J. Pelimpahari Kewcnanganadalah pelimpahan sebagisn kewenangan
Walikota kepada Camat untuk melaksanakanurusan pemerintahan

daerah;

BAB J

KI·:-rl<lN·I'UAN UMUIyI
PasaJ 1

Menetapkan : PF,RATURANWALIKOTA ,'EN1ANO RTANDAR PELAYANAN

ADM1NISTRASITERPADU KE~AMATAN

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Walikota Palernbang Nomor 54 Tahun
2015 le.ntang peurnpatan sebagian. Kewenangan
Pernerintahan Dar! Wal ota kepada Camat (Berita
DaerahKota Palembang ahun 2014 Nomor);



UAII 1/ MpX::;UD,nJJtrAN DAN A.'1A,s ..

12. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya dislngkat

PATEN adalah penyelengaraan pelayanan publik di Kccamatan dari

tahap permohonan sampal ke tahap tel'b~lJlya dokumen dalam satu
tempat di Kecamnran;

13.lzin adalah dokurnen yAng diketuerkad oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah alau peratujan lainnya yang rnerupakan

bukti legalitas, menyatakan san stall dipeeolehkannya seseorangatau
badan untuk rnelakukan usaha atau kegla1..jm tertentu:

14. Perizinan adalah pernberian legalitas kepada ecseorang pelaku
usahaj'kegiatan tertentu, balk dalam benukk izin maupun tanda dafmr
usaha;

} 5. Pelayanan ada1ah suatu kegiaran atau u)'utan kegiatan yang terjadi
dalam lnterakst langsung antara seseorang dengan orang lain dengan
menghasilkan kepuasnn pelanggan:

16.Stand9J' pelayanan adalah tolak ukur ,9ang dipergunakan sebngai

pedoman penyelcnggaraan pelayanan da,41aCU9J1penilaian kualitas
pctayanan sebagai kcwailban dan J8Jlji pcnyelenggara kepacla
masyarakat dalam rangka pelayanan yanl. berkualitas, cepac, mudah,
terjangkau dan terukur;

17. Biaya pelnyanan adalah biaya yang dikel~larkan oleh pernohon untuk
mernperoleh dokumen yang dlbcrikan eli kecamatan:

18. Pelayanan perieinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemberian izin us~ha bagi setiap warga ncgara

dan penduduk unruk melakukan usaha;
19.Rekomendasi adalah keterangan / penjelasan dar! pejabat yang

berwenang mengenai suatu hal / masalal{ yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan bagi penerbitan izin dan non perizinan dan luau sebagai

kajian sosial kemasyarnkstan adalah kaji4n yang berisi catatan sebagai
bahan pertimbangan tentang hasil l)engamatan terkait dengan

permasalahan sosial kemasyarakatan di \ ilayahnyai
20. Petugas Teknis / 1'im Toknis adalah orang perorangan dan tim yang

berasal dari Aparaurr Kecamatan, Lurah dan Aparatur Pemerlntah

Kelurahan yang ditugaskan oleh Camat untuk melakukan pemeriksaan

tapanganr survey lapangan;



e tidak aiskriminatif······.·············

Asas penyelenggaraan PATEN meliputi:
a. transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua

pihak yang membutuhkan serta mudah d mengerti:
b. tertib, pelayanan dilaksanakan secara tepal waktu dan sesuai dcngan

prosedur;
c. akuntabel, dapat diPertanggungjawab'l sesuai dengan kctentuan

perundang-undangan yang berlaku;
d. partisiparil, mendorong peran serta qlllam pelayanan terpadu eli

Kecamatan dengan rnemperhatikan a~pi~asl. kebuurhan dan harapan
publik;

Bagian Ketlga
Asas

Pasal4

"l'uJuan disueunnya Stander pelayanan PATSN adalah untuk:

Q. meningkatkan kualitas dan mendekatkanpelayanan publik di
Kecamatan:

b. rneningkatkan eflslcnei dan efekifitas pelaYfU1anadmlnistrasi terpadu di

Kecamatan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal3

Maksud dlsusunnya Standar Pelayanan PATE:N.radalab:

a. mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan mesyarakat dan
menjadi simpul peleyanan Badan Pcnanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Plnru KOla;

b. sebagai pedoman bagi penyelenggaradalam rnombcrikan pelayanan
sccara bcrkualltae, cepat, mudah, lerjan~au. traneparan, pasri, dan
jelas sehingga dapat rnewujudkan pelayrufan prima kcpada penerirna

pelayanan:

BAS JJ

MAKSUD, TUJUAN DAN;ASAS
Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2



d.izln pemo/(omon _

Pasa17
(l) Dalarn rangka penyelenggaraan PATIUN, Walikota mc1impahkan

sebagiankewenangannya kepada Camat ~ang terdiri dan;

a. pelayanan pcrizinan; dan
b. pelayanan non perizinan.

(2) Pelayanan Perizinan sebagairnana dimal'sud pada ayat (1) huruf a

meliputi:
a. iztn gangguan ringan:
b. surat izin usaha perdaganganmikro dt:m kecil:

c. tanda daftar perusahaan mikro dan k~cil;

Ruang lingkup etaudar PATENadalah scmua pelayanan perizlnan dan non
perizinan yang dilirnpahkan oleh Walikota kepada Cnmat.

BAD IV

RUANO LINGKUF'
Paw 6

Subjek PATENadalah:

a. orang perseorangan; dan/atau
b. badan yang berbentuk badan hukurn m(,iupul1YAng tidak berbentuk

badan hukum.

BABII!

SUBJEK
Pasal5

c. Lidak diakriminatif, tldak mernbedakan i;\lku, ras, agama, golongan,
gender, dan status ekonomi;

r. efektif, pelaksanaan pelayanan terpadu ~IiKecamaian sesuai dengan
target yang dltetapkan;

g. efisien, pelayanan dllaksanakan tida~' berbelit-bcln dan udak

melibatkan banyak personil yang melebjhi beban dan volume kerja
yang berdampak pada biaya;

h. keseimbangan antara hak dan kcwajilian, pemberi dan penerima

pelayanan terpadu di kecematan harus rucrnenuhl kewajiban mastng
musing pihak; dan

i. profesional, keahlian dandispUndalam m(~mberikanpelayanan tcrpadu
di Kecarnatan.



7.1ol<os1pel'1lmohon. .••~•.•.••~..••_ ••

pembtv\tan kartu keluarga;
I. pelayunan penerbitan surat keierangan umum lainnya; dan

m. legalisir dokurnen kependudukan dan lain-lain.
n rekornendasi :

1. pcmbangunan dan operasional taman kanak-kanak, sekolah
dasar, sekolah rnenengah pcrtama dan sekolah rnenengah
umurn atau sebutan lainnya;

2. izin sarana kcschatan;
3. kcringanan biaya rujukan biaya keschalan/keluarga miskin dan

Badan Penyelenggaraon Jaminan Sosial;
4. pernasangan liang Iislrik dan relepon:
5. pcmanfaatan rawa;
6. perseiujuan tctanggll sebagai eersyaratan izin rncndtrikan

bangunan;

permohonan

0. izin pomakaman dan pengobuan jenaz&h;
e. izin pemotonganhcwan:

f. izin operasional salon kecantikan dan pernangkas rambut:
g. izin opcrasional panli pijnt urut tradisional: clan
h. izin penyelenggaraanreklarne - media rcklame (insidenril).

(3) Pelayanan non penzinan scbagalmana dimaksud pada ayat (I) huruf b
meliputl:

a. pelayanan pendaftaran surar pemyaraan atau keterangan ahli
waris;

b. pelayanan penerbltan surat kererangan kelahiran;
c. pclayanan penerbitan sural kotcrangan kernatinn;
d. petnyanan pcnerbitan SUral kelerangan lahir mall:
c. pelayanan penerbiran surat keterangan perkawinan;
f. pelayanan penerbitan sural keterangan jaminan bertcmpat tinggal:

g. pelayanan penerbitan surat keterangan pindnh antar Kecamatan
dalam wilayah KOla;

h. pclayanan penerbitan surat keterangan pindah datang pencluduk
Warga Nogal'aIndonesia aruar Kecamatan dalam KOla;

i. pelayannn pengenrrian data dan perekaman kartu tanda penduduk

elcktronlk;

j. pelayannn penerbitan surat ketcrangan kependudukan bagi
rnasyarakat yang belurn terbit dan acau yang hilang karru tanda

penduduk elekrroniknya;

k. pelayanan penerbitan dan penandatanganan



Dengon BPM dan PTSP .

(II Setiap pelayanan pada PATEN dtlaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan, standar pelayanan miniml:ll dan standar operasional

prosedur.
(2) siandar pelayanan, standar pelayanan minimal dan standar

operasional prosedur disusun eesual dert<ganpedoman yang dltetapkan

oleh WaJjkola.
(3) Standar pelayanan, standar pelayanan minimal dan standar

operasional prosedur sebagaimana dima{<sucl pada ayat (1) (Ian ayae (2)

dlsusun oten Kecarnatan bersama SKPJ» lerl<ait ynng dikoordinuaiKQn

BAS V

STANDARPELAYA~AN
Pasal 7

7. lokasi perurnahan dan perkantoran

8. usaha perkebunan untuk perusahahn
9. pengajuan kredit pinjarnan k~pada pemerintah/Iembaga

keuangan;
10. pernbangunan usaha pasar eli wi1ay~hKeearnatan;
11. ternpat usaha makan dan restoran:

12. pendlrian koperasi;

13. i~n untuk peuerbitan Stasiun Pcn_jsian Bahan Bakar urnum:~ .,
14. pendaftaran su rat pengakuan hale usaha atas tanah:

15. surat pengopemn hak;

16. tempat penampungan dan pcnyalu an Tenaga Kerja Indonesia;

17. proses pendirian tempat ibadah dan kcglatan sosial

kernasyarakatan lainnya;
18.pendaftaran lembaga swadaya mnsyarakat yang hergerak

dibidang sosial;

19. pembangunan sarana sosial;

20. penclirian yayaaan:

21. memberikan surat pCl)gantnr/surat keterangan untuk
penerbitan menara radio dan telekornunlkasl:

22. memberikan surat pengantarj'surat keterangan untuk
penerbitan ierkait dengan pcndh Ian warung telekomunikasi,
waning seluler dan sejenisnya:

23. ronda daftar usaha panwisata; dan
24. keramaian, nlburen serta kenduri.



c.prosedu: ~'uyullan .

Pasal 11

(I) Pcrsyarntan adminisrrasi sebagaimanudhnaksud dalam Pasal9 huruf b

meliputi:
a. pcnyusunan visi, misi dart moto pelnyanan;
b. standar pelayanan; dan
c. pcngefekLifan rugas pokok dan fungsi pcrsonil Kecarnatan.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimal.sud pada ayat (1) huruf b.

meliputi:
a.jcnis pelayanan yaitu pelayanan penzman dan non perizinnn yang

dlllmpahkan kepada Carnat;
b. persyaratan pelayananyaitu perarumn perundang-undanganyang

rnenjadlkan pedornan atas dasar ponydenggaraan Pelayanan;

Passl 10
(I) Pelimpahan kewenangan pernerintahan dal'i Walikots kepnda Cumal

sebagaimanadimaksud dalam Pasal CJ pada huruf a dilaksanakan
berdasarksn efesiensi dan cfokrivitns penyelenggaraan pelayanan.

(2) Pelimpahan kcwenangan pernerlntahan Jan Walikota kepada Carnal

dlietapkan dengan Peraturan Walikota.

Kecamatan sebagal penyelcnggara PI\TF.N harus memenuhi syarar,
meliputi:

a. subtaniff, adanya pelimpahan kewenangan' pernerintahan dar! Walikota

kepada Camat yang terdiri dan:
I. bidang pertzinan; dan
2. hidang non perizinan.

h. adrninistrasi: dan
c. tcknls

RAR VI
PERSYARATAN PENYELEN(.lOI RAAN PATEN

Pasal9

dengan BPMdan PTSP,Bagian Ilukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian

Organisasi dan Toto Laksana serta Bagian Tata Pcmerintahan;
(4) Standar pelayanan dan standar opcrasi~nnl prosedur sebagairnana

dirnaksud pada ayat (3) dltetapkan dengan f<eputusanCarnal;

(5) Standar pelayanan minimal sebagairnann dirnaksud pada a)'al (3)
diterapknn dengan Peraturan Wallkola.



b.lllmpor pemroseson_ - ..

Saranadan prasarana sebagaimana dimal(sul1dalam rasa! I? ayat 1huruf

n, meliputi:
a loket / meja pendanaran:

Pasal 13

(1) Persyaratan teknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada huruf c
meliputi:

a. saran a prasarana: dan
b. petaksana teknts,

(?) Pernenuhan syarar secara teknia dnpat dilakukan rnelalui:

a. fasilitasi oleh Tim Tckrus pcnyclenggara Pi\TF.N yang melipun
inventartsasi sarana dan prasarnna serta jumlah dan kuabtas
personil Kecarnatan:

b. langkah illlslarlr dari Carnar yang meliputl:
1. lnvcntarisasi sarana oat) prasarana serta jurnlah dan kualitas

personU Kecamatan;
2. pembangunan komiunen kcsiapan seluruh persorul Kccamatan

untuk melaksanakan PATEN ualan'. bentuk berita acara yang
dltandatnngani oleh seluruh pcrsonill(ecamalan; dan

3. penyarnpaian secara tertulla olch Camnt kepada Tim Teknts
pcnyelenggara PATEN Kota mengenaJ kesrapan Kecarnatan sebagar

~nyclcnggara PATEN.

Pasal 12

c. prosedur pelayanan yaltu tata cara pelaynnan ynng dlbakukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dan setinp jents pelayanan:

d. pejabal yang bertanggung jawab terhadap pclayanan:
e. wakru pclayanan yaitu waktu pemrqsesan pclayanan perizinan

sarnpai penerbitan bcrkas: dan

f. biaya pelayanan yaitu besaran tarif yllng harus dibayarkan oleh
pcmchon/penerima pelayanan.

(3) Mekaniemc/alur Standar Pelayannn Aclmihi!ltrasi Tel padu Kecamatan
tercanturn dalarn larnpiran ya.ng merupakun bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan wallkcta Ini.

(4) Jeni& pelayanan, persyaratnn, waktu dan besaran biaya pelayanan

tercantum dalam lampiran Peraturan WtaJil<ota tenrang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Pemcrtntahsn Walllq)takcpada Camat.



8/18 VII P£Nf:T'AP"N .........._..._......

Untuk menjunjung efisiensi dan efektifilas penyelenggaraanPATEN
Kecamatan dapat menyedlakan sistern infomasi berupa papan informasi
maupun brosur.

Basal 15

Pasal 14
(I) Pclaksanaan teknis sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 12 pada ayat

(1) huruf b, melipuri:

a. petugas lnformasl;
h. perugas loketj'penerirna berlcas:
C. petugas operator kornputer;
d. petugas pemegang kas; dan
e. petugas lain sesuai kebutuhan.

(2) Pelaksana teknia sebagalmana dirnaksud pada ayat, (1) ditetapkan

dengan Keputusan Carnal.
(3) Pelaksana teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (I) adalah Pegawai

Neged Sipil di Keoamatan.

b. tcmpat pemrosesan berkas;

C. ternpar penyerahan dokurnen;
d. ruang tunggu;
e. tempat arsip;
f. tempat pengolahan data dan inforrnasi
g. tempat penelitian teknls;
h. tempat penanganan pengaduan;

i. ternpar petngas pengaduen (piket);
j. rnesinanrrian:

k. mesin monltor/tcmbo! kepuasan 11lRsyarakat;

I. TV Monito(/Closed Circuit Television (CC1V):
m. kotak sarana pengaduan;
n. bahan bacaan untuk pemohon;
o. air minum;
p. ruang laktasi; dan
q. perangkat pendukung lalnnya.



(amot- maupun.., _ _ .

(1) Waljkota rnernbentuk Tim Teknis penyelenggaraPATENdi Kota;
(2) Tim Teknis PAT8N sebagaimana dimaks~(d pada ayat (I) rnempunyai

tugas:

a. mengidentifikasi kewenangan Walikota yang berkaitan dengan
pelayanan adruinistrasi yang dllimpahl{f),n kepada Camat;

b. mernperaiapkan rancangan kebijakan dW1 pctunjuk umurnj'teknis

yang dtbutuhkan dalam rangka penetapan penyelenggaraan PA'l'EN;
c. menyusun langkah strategis 6alam rangka penerapan

penyelenggaraan PATENkepada masyarakat;
d. memfasilitaai terselenggaranyaPAT8N dan
c. merekomendasikan kepada Walikota untuk Kecamatan yang tclah

memenuhi syarat guna ditetapkan sebagaipenyelenggara PATf,N.
f. memonltcr dan mongevaluasl pelaksanaan PATEN yang ielah

dilakukan oleh Kecarnatan balk melatui laporan yang disampaikan

Bagian kedua
PernbentukanTim Teknis Paten

Pasal17

(1) Walikota menctapkan Kecarnatan yang t la], memenuhi persyaratan
ecbagaimana dimaksud dalam Pasal9 sebago; penyclenggara PATEN;

(2) Kecamatan scbagai penyelenggara PA'I'EN eebagaimana diruaksud pada
ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Wa~ota;

(3, Kecamatan yang telah dltctapkan sebagailpenyelcnggara PAT8N dapat
menyelcnggarakan acara percsmian pej:rtyelenggarann PATEN oleh
Wallkota atau pejabaelainnya yang dit'-tnjuk dan menandatangant

perubahan pelayanan Kecamatan dan pelayanan konvensional ke
penyelenggaraan PA'I'I!:N sekatigue sebagni aarana scstallsas! kepada
masyarakat.

(4) Sosialisasi lebih lanjllt mcngenai pelaksa' aan PATEN ctilakukan oleh
Oarnatdi wiJayahnya masing-masing,

Pasal16

BAB VII
PENI!:'l'APANPENYELENGOARJ\PA1'E~JDANPEMDENTUJ{AN

TIM TEI<NIS PATE~

Bagian Kesaru
Penetapan Penyelcnggara PATEN



BAS VIIIPEM8INAAN_....,..._.._ .._

(1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan PATEN,
penyediaan surnber daya manusia llisesuJUkandengan kebutuhan dan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan sumbel' daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan dengan Badan Kepegawltian Dacrah dan DikJat Kota
Palembang.

Pasal 19

(2) Hasil pernbinaan sebagaimana dlmaksud pada ayal (I) dilaporkan oleh
Bagian Tata Pernerintahan kepada Sekretaris Daerah rnelalui Aslsten
Pemerintahan dengan tembusan kepada Walikota.

(11 DaJamrangka mcningkatkan kualitas pela\tanan publik melalui PATEN,
Tim Tcknts wajib melaksanakan pemoinaai'l melalui:
a. pembinaan adrninistrasi pelayanan:
b. fasililasi bimbingan teknls petugas Pelayanan:
c. pellmpahan kewenangan pelayanan dan instansi dan Kantor

Pelayanan Pcrieinan Terpadu;

d. koordinasl antara Kecamatan dengan inbtansi terkait dan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu; dan

e. pembinaan traneparanei dan akulltabilt.fts pelayanan.

Pasal 18

Carnal, maupun kuniungan langsung kc Kecamatan penyclonggara
PATEN;

g. melakukan pcmantauan rnengenai pe/aksanaon wewenang bidang

penzlnan dan non perlzlnan yang t~lah dilimpahkan, efektivitas
pelaksanaannya clan mengetahu! hambatan-hambatan
penyelenggaraan wewenang terscbut: d}m

h. melakukan evaluasl mengenai penyelenggaraall PATEN nan
pelaksanaan wewenang yang di1impflh~an kepada Carnat.

(3) Tim Teknis PATEN sebagairnana dtmeksud pada ayal (2) ditetapkan
dengan Kcputusan Waltleota,



dipertanggungjawabkan;
2. mcmbuat kronologis aduan secara jelas dan aisrcmaris dan

bertanggung jawab atas seluruh rna en pengaduan; dan
3. materi pcngaduan berhuhungan dengan pelayan yang

disclenggarakanoteh Kecamatan.

b.pengaduandilaksanakanpadajarn kerjascbagaiberikut:
1. Senin sampai dengan Kaillis pade pukul 07.30 sampai dengan

pukul 15.30WIO;dan
2. Jum'ac pada pukul 01.30 sarnpaldCltgan putcul 16.00 \vIB;

c.proseduf pengaduan~ , ..

dapatdanjelas

(1) Dalam melaksanakan PATEN Kecamatan menyediakan sarana
informasi dan pengaduandenganmcnggunnkanmerlin sebagaiberikut:
a. surat elektronik:

b. layanan pesan singkat publlk;

c. telepon / faximili ;
<.L kotak surar/saran di Kecamatan; dan
e. datang langsung ke masing-maslng wilayah Kecamatan.

(2). Sarana informasi dan pengaduan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf bdan huruf c, akan dltctapkan lebih lanjut oleh masing

maslng Camat.
(3). Mekanismc pengaduan masyarakat atas pelayanan admintstresl yang

diberikan Kecarnatan mellputi:
a. persyaratan pengadunn:
I.menyebutkan identitas

BAS IX
Informasi dan Pengaduan
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Tim Teknis rnelaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pcnyelcnggaraan PATIl:Nyang hasilnya dilap?rl,an secara berkala atau
triwulan dan sewaktu-wakru scsual kebutuhan kepada Walilcota
Palernbang melalui Sekreraris Daerah dengan tcutbusan Asisten

Pcrnerintahan dan Bagian Tata PemerintahAnl sebagai bahan optimalisasi
kegiatan pelayanan serta sebagai bahan laporan kepada Gubemur
sumatera setaian.

I3~O VIII

PEMBINAAN

Pasal20



Diundangkan di Palernbang

pada tanggal 16 November O'OIS
"~'KRETAFjl) DAb:RAH
"O~EMDA"O'

uqOl< HIDAYAT
RF'RITI\ f)AERAI-I 1<0'l'APALEMBANO TAHUN Q.OI!; NOM()R "fl

HARNOJOVO

D.il~,taPkaJti Palembangpndll tan at \e lJoveml-3er;!.O(5
WA\-IKO'I PALEMBANO,

Palembang

Agar setiap orang rnengetahuinya, meruerhuahkan pengundangan
Peraturan WallkOI!) in; Of'nr,nn pcnemoatarm a dalam B"riw Dnl'nth Kmn

Peraturan Walikota im mulal berlaku pada tarrggal diundangkan.

PIl:;al 2:1

III Dalam rangka kelallC.i1all l)t'llydt'lIll,g;.tr.l:!~ kt:oi.ll.ll'I PATP-,' dj blt:., '0

tcknologi Informasi, penyediaan teknologi ihformasi disesuaiknn dengan
kebutuhan dan peraturan perundang-undangan,

(2) Penyediaan teknologi informast scbagalmana dimaksud pacla ayat (I)
dikoordinasikan dcngan Tim Teknis PATEl'{.

Pa.sa122

I
c. prosedur pcngaduan rncllputl:

I. pengaduan disarnpaikan rnelatui me'di<l scbagaimana dimaksud
pada ayat Ii.)

2. pengaduanditerima oleh petugns 'nformasi yang selanjumya
diproses dar! dlbahas dengan rnelibatkan PetugasTeknis danjorau

Tim Teknis: dan

3. hasil pcmbahasan ditlndaklanjutl d¢"g8n mernberikan jawaban
kcpm!a pengndunn yllng rlit(~tnplcr.I' j1,lling lnrnn I0 (sr-puluh] hod
kcJja.



HARNOJOYO
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Wl<\NI~"lP.! \! Ill",
STANOAR PELAYANANADMINISTRASI 'r8~PADU KECAM,\TAN

U.MPIR';N II
PERATURAN WALlkoTA PALEMBANG
NOMOR 1'Afi,UN
TENTANG STANDI\'R PELAYANAN ADMINISTRASJ
TERPADU I{ECAMATAN


